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Lampiran 1 

Bismillahirrahmanirrahim 

Berhubung Judul Penelitian ini mengenai Hak Imunitas Hakim dalam Sistem Peradilan di 

Indonesia, maka dari itu Saya ( Nur aini ) ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal 

tersebut kepada : 

Narasumber : Bpk. Ahmad Z. Anam (Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI) 

Tanggal : 30 Desember 2021  

Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, saya akan memberikan sedikit penjelasan 

mengenai penelitian saya ya Pak.  

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa pentingnya Kekebalan terhadap Hakim. 

Dan bagaimana peraturan yang ada di Indonesia ini untuk mendukung Kekebalan terhadap 

Hakim tersebut.  

Selama meneliti, saya menemukan peraturan yang memang tidak menuliskan secara jelas 

bahwasannya peraturan tersebut merupakan aturan mengenai Hak Imunitas Hakim atau 

Kekebalan Hakim. Namun, terdapat beberapa kata dan kalimat yang bisa saya simpulkan 

bahwasannya peraturan tersebut, Yakni SEMA No. 9 Tahun 1976 ini merupakan bentuk 

peraturan yang memberikan perlindungan terhadap Hakim dan Pengadilan dari Gugatan Perdata.  

1. Apakah Bpk merasakan dampak dari peraturan tersebut ? 

- Bagaimana Bpk bisa merasakan dampak dari peraturan tersebut ? ( silahkan 

menjawab pertanyaan ini, jika pertanyaan nomer 1 Bpk “merasakan” peraturan 

tersebut. Apabila tidak merasakan dampaknya bisa dihiraukan) 

Setiap hakim, langsung atau tidak langsung, tentu pernah merasakan aspek manfaat dari 

pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976. Dengan 

adanya SEMA tersebut, hakim memiliki keterjaminan independensi dalam memutus 

perkara. Dapat dibayangkan jika hak imunitas tersebut tidak pernah diatur; pihak 

berperkara akan dengan sangat mudah melontarkan gangguan atau ancaman terhadap 

hakim, yakni hanya dengan menyatakan bahwa ia akan menggugat hakim, jika ia 
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dikalahkan dalam sebuah perkara. Ancaman tersebut sedikit banyak tentu akan 

mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya jaminan 

imunitas melalui SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tersebut, hakim tidak perlu khawatir akan 

ancaman semacam itu, sehingga hakim dapat memutus perkara sesuai dengan fakta hukum 

dan nuraninya. 

Jika diperkenankan bercerita, saya akan menceritakan pengalaman rekan sejawat saya yang 

pernah digugat secara perdata dengan alasan telah keliru menjatuhkan putusan. Tentu ini 

adalah pengalaman yang tidak mengenakkan bagi dia. Berkat adanya SEMA Nomor 9 

Tahun 1976, akhirnya gugatan terhadap rekan sejawat saya tersebut dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet onvankelijke verklaard).  

2. Menurut pendapat Bapak, apakah peraturan mengenai Kekebalan Hakim atau Hak 

Imunitas ini sudah cukup ?  

SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tentu belum cukup ideal untuk mengatur hak imunitas hakim. 

Hal ini disebabkan karena surat edaran bukanlah suatu aturan perundang-undangan yang 

memiliki kekuatan mengikat. Terkait apa saja aturan perundangan-undangan yang 

memiliki kekuatan mengikat ini dapat dilihat dalam Pasal 7 s.d. 8 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

3. Berdasarkan SEMA No. 9 Tahun 1976, isinya menyatakan bahwasannya Hakim tidak 

dapat digugat perdata, apakah menurut bapak itu sudah cukup untuk melindungi hakim 

dari gugatan ? Atau kurang?  

Seperti yang telah utarakan sebelumnya, pengaturan imunitas hakim melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung belumlah cukup ideal. Idealnya pengaturan hak imunitas tersebut diatur 

dalam sebuah undang-undang. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah 

memasukkan ketentuan mengenai hak imunitas hakim tersebut pada Rancangan Undang-

Undang Jabatan Hakim (RUUJH). 

4. Membicarakan mengenai peraturan yang dibentuk, apakah menurut bapak SEMA No 9 

Tahun 1976 ini sudah cukup detail dan jelas dalam menerangkan mengenai Hak Imunitas 

Hakim atau Kekebalan Hakim ? 
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Harus diakui, SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tidak memuat norma-norma secara tegas dan 

detil. Oleh sebab itu, sebagai rangkaian dari SEMA Nomor 9 Tahun 1976, diterbitkanlah 

SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Namun terlepas dari belum jelas dan detilnya SEMA Nomor 

9 Tahun 1976 Nomor 9 Tahun 1976 , kenyataannya surat edaran tersebut cukup berperan 

signifikan dalam mengawal hak imunitas hakim. 

5. Apakah diperlukan pembuatan Peraturan yang lebih jelas? 

Ya, tentu. Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan peraturan tersebut idealnya memiliki 

kekuatan mengikat, seperti halnya undang-undang. 

6. Dilihat dari sisi hukum sebuah peraturan, SEMA bukan merupakan bagian dari Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan, apakah Peraturan Kekebalan Hakim cukup dengan 

dibuatkan nya SEMA ? atau diperlukan Peraturan yang lebih mengikat ? 

Ya, perlu diatur dengan peraturan yang lebih kuat. Jika upaya untuk memuat aturan hak 

imunitas hakim belum dapat diatur dalam undang-undang, maka setidaknya hak imunitas 

tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang menurut Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Perma juga dikategorikan dengan aturan perundang-undangan yang memiliki 

kekuatan mengikat. 

7. Bagaimana pendapat Bpk, selama menjadi Hakim apakah ada gangguan dari para pihak, 

setelah Bapak membuat sebuah Putusan?? 

Mayoritas hakim, termasuk saya, pernah mendapat gangguan dalam memeriksa dan 

memutus perkara. Namun gangguan yang saya terima tidaklah terlalu berat, hanya sekadar 

umpatan, sehingga tidak terlalu mengganggu dalam proses pengambilan putusan 

berdasarkan dengan fakta persidangan. 

8. Adakah yang membuat bapak merasakan bahwasannya Hak Imunitas ini penting dan 

perlu untuk menjamin kehidupan seorang Hakim ? 

Memang, di satu sisi, imunitas hakim ini adalah berkaitan dengan kehidupan seorang 

hakim. Namun ada alasan yang lebih besar yang menjadikan imunitas hakim ini mutlak 

diperlukan: terkait independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa kekuasaan 

kehakiman harus diselenggarakan dengan mandiri. Intervensi terhadap kemandirian 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang terlarang. 
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9. Apabila Hak Imunitas ini dibentuk menjadi Peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-

Undang, perlukah diadakan klausul atau ayat pengenaan sanksi untuk seseorang yang 

menganggu Hak Imunitas seorang Hakim ?  

Ya, perlu. Tindakan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman termasuk dalam 

kategori contempt of court, sehingga layak mendapat sanksi. 

 

Sekian pertanyaan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak. Terimakasih atas 

Waktunyaa.  
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